PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 /PER/M.KOMINFO/ 02 /2011
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

NOMOR 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 TENTANG
PENETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/11/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan
Informatika, diperlukan penyesuaian status kelembagaan Badan
Regulasi Telekomunikasi Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor
36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi
Telekomunikasi Indonesia;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;
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Menetapkan

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/08/2008;

7. Peraturan Menteri  Komunikasi dan Informatika Nomor
36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi
Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri  Komunikasi dan Informatika Nomor
31/PER/M.KOMINFO/8/2009;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan
Telekomunikasi;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR
36/PER/M.KOMINFO/10/2008 TENTANG PENETAPAN BADAN
REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor: 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
31/PER/M.KOMINFO/8/2009 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya
disingkat BRTI adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos
dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika, dan Komite Regulasi
Telekomunikasi.

2. Komite Regulasi Telekomunikasi yang selanjutnya disebut
Komite adalah sekelompok orang yang memenuhi syarat yang
terdiri dari Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat dengan
tugas bersama-sama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos
dan Informatika serta Direktorat Jenderal Sumber Daya
Perangkat Pos dan Informatika menjalankan fungsi BRTI.
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3.

4,

5.

Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan
Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan
Pos dan Informatika.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

Pasal 8

Keputusan BRTI ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 5
dan huruf b angka 3 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) diubah, dan ketentuan ayat
(2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)
(2)
(3)

(4)

Pasal 10

Anggota Komite berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri

dari 6 (enam) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang

dari unsur Pemerintah.

Dihapus.

Penetapan anggota komite yang berasal dari Unsur

Masyarakat dilaksanakan dengan mekanisme seleksi.

Anggota komite yang berasal dari unsur pemerintah terdiri

dari:

a. Direktur Jenderal;

b. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika; dan

c. wakil pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Komite diketuai oleh seorang Ketua merangkap Anggota.
Ketua Komite dijabat oleh Direktur Jenderal.

Masa kerja anggota Komite yang berasal dari Unsur
masyarakat adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya dengan
mekanisme seleksi.

Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir pada
saat penetapan Anggota Komite yang baru.
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5.

Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB
VA KETENTUAN PERALIHAN yang terdiri atas 1 (satu) pasal,
yaitu Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17A

(1) Anggota Komite yang telah ditetapkan  sebelum
diberlakukannya Peraturan Menteri ini tetap menjalankan
tugasnya sampai berakhir masa kerjanya.

(2) Anggota Komite yang berasal dari Unsur Masyarakat yang
belum ditetapkan pada saat Peraturan Menteri ini berlaku,
ditetapkan oleh Menteri paling lambat bulan April 2011
berdasarkan hasil seleksi.

(3) Anggota Komite yang berasal dari Unsur Pemerintah yang
belum ditetapkan pada saat Peraturan Menteri ini berlaku,
ditetapkan oleh Menteri paling lambat bulan Februari 2011.

(49) Masa kerja anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sampai Desember 2011 atau sampai penetapan anggota
Komite yang baru.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 7 Februari 2011

MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Pada tanggal 18 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 77
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